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BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURANBUPATISEMARANG 

NOMOR 56 TAHUN 2017 

TENTANG 

SALINAN 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 
12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2017 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 
serta sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban dan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra 
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Neg?-ra Republik Indonesia 
Nomor 3851); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355 ); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272 ); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 
Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang N omor 21); 



23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Semarang 
Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2015 Nomor 9); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 201 7 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 
Nomor ); 

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 78) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 ten tang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 78); 

29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2016 Nomor 40); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

PENJABARAN 
ANGGARAN 

KABUPATEN 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 

4. Bupati adalah Bupati Semarang. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkududkan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 
/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 



BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 terdiri dari: 
a. ringkasan laporan realisasi anggaran ; dan 
b. penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal3 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 
a. pendapatan daerah : 

1. Pendapatan asli daerah 
2. Dana perimbangan 
3. Lain-lain pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 
b. belanja daerah : 

1. Belanja tidak langsung : 
a) belanja pegawai 
b) belanja bunga 
c) belanja subsidi 
d) belanja hibah 
e) belanja bantuan sosial 
f) belanja bagi basil 
g) belanja bantuan keuangan 
h) belanja tidak terduga 

2. Belanja langsung: 
a) belanja pegawai 
b) belanja barang dan jasa 
c) belanja modal 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 
c. pembiayaan : 

1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

Pasal 4 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

318.536.051.176,00 
1.325. 779. 762.120,00 

333.822.203.832,00 
Rp. l.978.138.017.128,00 

905.034.105.420,00 
• 518.482,00 

0,00 
16.115.710.000,00 
3.511.329.000,00 

12.968.772.000,00 
237 .040.098.203, 12 

1.687.803.273,00 
Rp. l .176.358.336.378, 12 

Rp. 36.309.159.286,00 
Rp. 380.066.985.992,00 
Rp. 381.464.589.452,65 

Rp. 797.840.734.730,65 

Rp. 1.974.199.071.108,77 

Rp. 3.938.946.019,23 

Rp. 187.736.481.189,44 
Rp. 39.445.713.364,00 

Rp. 148.290.767.825,44 

Rp. 152.229. 713.844,67 

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran. 
b. Lampiran II : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di U ngaran 
pada tanggal 14 - 08 - 201 7 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

ttd . 

GUNAWAN WIBISONO 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 14 - 08 - 201 7 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

MUNDJIRIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR ~b 



NO 

I 

I. 

I.I. 

I. I. I. 

1. 1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.2. 

1.2. 1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.3.6. 

1.3.7. 

2. 

2.1. 

2. 1.1. 

2.1.2. 

2 .1.4. 

2 .1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. 

2.1.8. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

3. 

3.1. 

3.1.1. 

3. 1.2. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.1. 

3.2.3. 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 56 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBD KAB. SEMARANG TA. 2016 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 

Jumlah Anggaran 2016 

2 3 

PENDAPATAN DAERAH 2.134.103.316.000,00 
Pendapatan Asli Daerah 301.041.793.000,00 

Ha.,;il Pajak Daerah 99.5 10.364.000,00 

Ha.,;il Retribusi Daerah 26.338. 796.000,00 

Ha.,;il Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.524.860.000,00 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 164.667.773.000,00 

Dana Perimbanean 1.492.872.895.000,00 
Bagi Ha.,;il Pajak/Bagi Ha.,;il Bukan Pajak 45.0 12.707.000,00 

Dana Aloka.,;i Umum 968.848.031.000,00 

Dana Aloka.,;i Khusus 479.0 12.157.000.00 

Lain-Lain Pendaoatan Daerah vane Sah 340.188.628.000,00 
Pendapatan Hibah 39.437.080.000,00 
Bagi Ha.,;il Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 135.544.874.000,00 
Lainnva 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 30.408. 700.000,00 
Daerah Lainnva 
Pendapatan Sumbangan Dari Pihak Ketiga -
Pendapatan Dana lnsentif Daerah 5.000.000.000,00 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 129. 797 .974.000,00 
Pendaoatan dan Belania Neeara /APBN) 

JUMLAH 2. 134.l03.316.000,00 

BELANJA 2.282.394.083.000,00 

Belania Tidak Laoesune 1.397.091 .218.000,00 

Belanja Pegawai l.119.146.558.000,00 

Belanja Sunga 520.000,00 

Belanja Hibah 17.914.110.000,00 

Belanja Bantuan Sosial 3.610.529.000,00 
Belanja Bagi Ha.,;il Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 12.968.772.000,00 
dan Pemerintah Desa 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada 237.372.621 .000,00 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan 
Partai Politik 
Belanja Tidak Terduga 6.078.108.000,00 

Belania Lanesune 885.302.865.000,00 

Belanja Pegawai 44.251.423.000,00 

Belanja Barang dan Ja.,;a 424.457.985.000,00 

Belania Modal 416.593.457.000,00 

JUMLAH 2.282.394.083.000,00 
SURPLUS/(DEFISIT) ( 148.290. 767 .000,00) 

PEMBIAYAAN 148.290.767 .000,00 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 187.736.481.000,00 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 187.736.481.000,00 
Sebelumnva (SiLPAl 
Pencairan Dana Cadangan -
JUMLAH PEMBIA YAAN PENERIMAAN 187.736.481.000,00 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 39.445.714.000,00 

Pembentukan Dana Cadangan -
Penyertaan Modal (lnveswi) Pemerintah Daerah 39.437.080.000,00 

Pembayaran Pokok Utang 8.634.000,00 

JUMLAH PEMBIA Y AAN PENGELUARAN 39.445.714.000,00 
SlSA LEBIH PEMBIA Y AAN ANGGARAN -

Realisasi 

Ro % 

4 5 

1.978.138.017 .128,00 92,69 
318.536.051 .176,00 105,81 

I 05. 768.321.555,00 106,29 

26.867.595.080,00 102,01 

10.524.861.428,00 100,00 

175.375.273.113,00 106,50 

1 .325. 779. 762. 120,00 88,81 
46.151.509.596,00 102,53 

968.848.031 .000,00 100,00 

310. 780.221 .524 00 64,88 

333.822.203.832,00 98,13 

40.408.464. 999,00 102,46 
128.217.064.833,00 94,59 

- -
30.398. 700.000,00 99,97 

- -
5.000.000.000,00 -

129.797.974.000,00 100,00 

1.978.138.017 .128,00 92,69 

l.')74.199.071.108,77 86,50 

1.17 6.358.336.378, I 2 84,20 

905.034.105 .420,00 80,87 

518.482,00 99,71 

16.115.710.000,00 89,96 

3.511.329.000,00 97,25 
12.968. 772.000,00 100,00 

237 .040.098.203, 12 99,86 

1.687.803.273,00 27,77 

797 .840. 734. 730,65 90,)2 

36.309.159.286,00 82,05 

380.066.985.992,00 89,54 

381.464.589.452,65 91,57 

l.974.199.071.108,77 86,50 
3.938.946.019,23 (2,661 

148.290. 767 .825,44 100,00 
187.736.481.189,44 100,00 
I 87.736.481.189,44 100,00 

- -
187.736.481.189,44 100,00 
39.445.713.364,00 l00,00 

-
39.437.080.000,00 

8.633.364,00 99.99 

39.445. 713.364,00 100,00 
152.229. 713.844,67 -

Bertambah (Berkurang) 

Ro % 

6 7 

'155.965.298.812,001 '7,31) 

17.494.258.176,00 5,81 

6.257.957.555,00 6.29 

528.799.080,00 2.01 

1.428,00 0.00 

10.707.500.113 00 6.50 

(167.093.132.880.00' (11,19' 

1.138.802.596,00 2.53 

- -

( 168.231.935.476 00 (35,12 

(6.366.424.168,00] (1,87' 

971 .384.999,00 2.46 
(7,327.809. 167,00) (5.4 1) 

- -
( 10.000.000,00) (0,03) 

- -
- -
- -

(155.965.298.872,00l (7,31' 

(308.195.01 l.891,23) (13.50' 

(220. 732.881.621,88) (15,80' 

(214.112.452.580,00) (19.13) 

( 1.5 I 8,00) (0.29) 

( I. 798.400.000,00) (10.04) 

(99.200.000,00) (2.75) 

- -

(332.522. 796,88) (0,14) 

(4.390.304.727,00 (72.23) 

(87 .462.130.269,351 (9,88 

(7,942.263. 714,00) (17.95) 

(44.390.999.008,00) (10.46) 

(35.128.867.547 35) (8.43 

(308.195.011.891,231 (13,501 

152.229. 713.019,23 (102,66 

825,44 0,00 
189,44 0,00 
189,44 0.00 

- -
189,44 0,00 

(636,00) (0,00' 

- -

(636.00 (0.01) 

(636,00) (0,00' 
152.229.713.844,67 -

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

M UNDJIRIN 

Ket 

8 

Lampiran I - I 



JUMlAH ( Rp. ) 

KOOE REKENING URAIAN ANGGARAN 
SETElAH REALISASJ 

PERU BAH AN 

I 2 3 4 

2.os.2.01.02.23.os.s.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 11.000.000,00 

2.05.2.01 .02.23.05.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Holaman Kantor I 1.000.000,00 11.000.000,00 

JUMlAH BELANJA 19.088.326.000,00 17.939.240.256,00 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (16.743.522.000,00 ( 15.820.180.386,00 

BERTAMBAH / 

(KURANG) 0/o 

Rp. 

5 6 

. 100,00 

100.00 

(1.149.085.744,00 93,98 

923.341.614,00 94,48 

Cdalom oiohl .. 
Penjelasan 

7 

BUPATI SEMARANG, 

t td. 

MUNDJIRIN 

Lampiran II/ Hal. : 1.009 


